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TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 86 TAHUN 2014
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN

Menimbang

Mengingat

KEPADA CAMAT DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

.. bahwa dalam rangka memngkatkan kualitas dan mendekatkan

pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan kondisi
geografis daerah yang mengoptimalkan peran kecamatan dalam
memberikan pelayanan publik serta sebagai tidak lanjut
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pelayanan Adiministrasi Terpadu Kecamatan, maka
telah ditetapkan Peraturan  Bupati Cilacap Nomor 86 Tahun
2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan
Perizinan Kepada Camat di Kabupaten Cilacap;

. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik, maka dalam rangka percepatan pelayanan
berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS)
dilakukan reformasi peraturan Perizinan Berusaha, sehingga
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 86 Tahun 2014 tentang
Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada
Camat di Kabupaten Cilacap, perlu diubah dan disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dlmaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Cilacap tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Cilacap Nomor 86 Tahun 2014 tentang Pendelegasian
Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Camat: di
Kabupaten Cilacap;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik ‘Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia -
Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah ' (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang



Menetapkan

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679); '

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4826);

. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik -
Indonesia Nomor 5357);

. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 86 TAHUN 2014
TENTANG ' PENDELEGASIAN WEWENANG
PENANDATANGANAN PERIZINAN KEPADA CAMAT DI
KABUPATEN CILACAP.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 86 Tahun 2014 tentang
Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Camat di Kabupaten
Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 86) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 86 Tahun 2014 tentang Pendelegasian
Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Camat di Kabupaten Cilacap (Berita
~.Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 86) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. -Daerah adalah Kabupaten Cilacap.

2. Bupati adalah Bupati Cilacap. :

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di
Kabupaten Cilacap.



Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di
wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh
pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan.

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN
adalah penyelenggaraan pelayanan publik. di kecamatan dari tahap
permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat. '
Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah
berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan
bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya orang atau Badan
untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau badan pelaku
usaha tertentu, dalam bentuk izin sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pelayanan Perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan perizinan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bagi setiap warga negara yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan perizinan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

a.
b.

C.

d.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal Tunggal;

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Usaha Kecil/Tempat Usaha dengan luas
sampai dengan 100 m?;

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk konstruksi reklame Lingkup
Kecamatan;

Izin Penyelenggaraan Reklame Komersial Lingkup Kecamatan.

Pasal 1II

" Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di CilacaE
pada tanggal 9 PEC 2019

BUPAT{/CI AP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019 NOMOR 2 0 0



